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Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Bandung selaku pengemban amanah 

masyarakat di bidang pengelolaan SDM 

aparatur melaksanakan kewajibannya 

untuk menginformasikan tingkat 

akuntabilitas kinerja melalui penyajian 

Laporan Capaian Kinerja Badan 

Kepegawaian  Daerah  Kota  Bandung.   

 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-

masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 

2013-2018 maupun Renja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran 

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi 

pemerintah. 

3.1       Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Tahun 2016 

 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 800/Kep.985.BKD/2015 

tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Bandung Tahun 2013-2018. Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan 

Kepegawaian  Daerah Kota Bandung pada tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai 

berikut : 

BAB  III 
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Tabel 3.1 

Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Kota Bandung Tahun 2016 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target  Realisasi 
Capaian 

% 

1 2 3 4 5 6 

Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi 

A. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara 

1. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat 
peningkatan kompetensi 

  

- Kompetensi Manajerial % 91,54 102,15 111,59 

- Kompetensi Teknis % 70,66 88,34 125,02 

2. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai 
dengan kebutuhan formasi 

Orang 24 23 95,83 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1    110,81 

B. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi 

3. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi % 79 92,59 117,20 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2    117,20 

Tujuan 2 : Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Pegawai ASN   

C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya disiplin pegawai ASN 

4. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin 
pegawai ASN 

% 100 100 100 

5. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin % 78 88,88 113,95 

6. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN % 100 93,45 93,45 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3    102,47 

D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN 

7. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak 
kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

% 100 100 100 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4    100 

Tujuan 3 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat 

E. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 

8. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan 
tepat waktu 

  

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu % 100 100 100 

- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu % 100 100 100 

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu % 100 100 100 

9. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Angka 68 79,04 116,24 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5    104,06 

F. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya akurasi data kepegawaian 

10. Persentase pegawai yang datanya akurat % 66,15 66,1 99,92 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 6    99,92 
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3.2  Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  

Tujuan 1 :  Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi 

 

 

 

 

 
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan 

(capability) atau keahlian (expertise) yang lebih 

dari sekedar keterampilan (skill) belaka. 

Kompetensi juga merupakan hasil dari 

pengalaman yang melibatkan pemahaman/ 

pengetahuan ,    tindakan nyata serta proses 

mental     yang     terjadi    dalam  jangka   waktu 

tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam 

bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh 

interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula 

untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang 

menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan. 

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh 

melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar.  Untuk itu, dalam pencapaian 

sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator 

Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.2 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1 

Indikator Kinerja 
Tahun 2015 Tahun 2016 

Target 
(%)  

Realisasi  
(%) 

Capaian
(%)  

Target 
(%)  

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%)  

1. Persentase pegawai yang memiliki 
sertifikat diklat peningkatan kompetensi 

  

  Kompetensi Manajerial 87,34 88,06 100,82 91,54 102,15 111,59 

  Kompetensi Teknis 66,97 69,05 103,11 70,66 88,34 125,02 
2. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti 

tugas belajar sesuai dengan kebutuhan 
formasi 

20 33 165 24 23 95,83 

Rata-rata Capaian IKU pada Sasaran 
Strategis 1 

 122,98  110,81 

Sasaran 
Strategis 1 

Peningkatan Kompetensi Sumber 
Daya Aparatur Sipil Negara 
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Uraian mengenai kedua IKU tesebut adalah sebagai berikut : 

 

  

Diklat merupakan program 

pendidikan dan pelatihan berbasis 

kompetensi yang memiliki kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan pemenuhan 

kompetensi SDM, baik berupa hard 

maupun soft competencies. 

 

 

a. Kompetensi Manajerial 

Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi yang 

berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam 

menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan 

konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja 

unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good governance dalam 

manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan 

kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi 

manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat PIM II, III dan IV 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

 

1.1 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi 
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Tabel 3.3 Analisis Capaian IKU 1.1.a 

No Indikator 
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1. Jumlah pegawai yang 
mengikuti diklat 
peningkatan kompetensi 
manajerial setiap tahun :       

  

  Diklat PIM Tk. II 3 3 0 0 8 1 - 5 

  Diklat PIM Tk. III 12 12 7 7 21 20 - - 

  Diklat PIM Tk. IV 120 120 90 90 90 91 - 30 

 Jumlah 135 135 97 97 119 112 - 35 

2. Jumlah pegawai yang 
memiliki sertifikat diklat 
peningkatan kompetensi 
manajerial (akumulasi)         

    

  Diklat PIM Tk. II 27 27 27 27 35 28 34 36 

  Diklat PIM Tk. III 182 182 189 189 210 209 212 212 

  Diklat PIM Tk. IV 1.279 1.279 1.369 1.369 1.459 1.460 1.540 1.557 

 Jumlah 1.488 1.488 1.585 1.585 1.704 1.697 1.786 1.805 

3. Jumlah pegawai yang 
belum memiliki sertifikat 
diklat peningkatan 
kompetensi manajerial 

401 344 247 165 

4. Jumlah Pejabat 
Struktural 

1.889 1.929 1.951 1.927 1.951 1.767 

5. Persentase pegawai 
yang memiliki sertifikat 
diklat peningkatan 
kompetensi manajerial 
(2/4) x 100% 

78,77% 78,77% 82,17% 82,17% 87,34% 88,06% 91,54 102,15 

CAPAIAN IKU 100% 100% 100,82% 111,55% 

 

Grafik 3.1 

Capaian Diklat Manajerial berdasarkan Jenis Diklat 

Tahun 2013 – 2016 
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Pada tahun 2016, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat 

peningkatan kompetensi manajerial adalah 1.786 orang atau bertambah 82 orang 

dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pejabat struktural yang terisi sebagai 

unsur pembagi ditargetkan sebanyak 1.951 orang, sehingga persentase pegawai yang 

memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial ditargetkan sebesar  

91,54%.  Realisasinya,  pada tahun 2016 sudah dilaksanakan kegiatan diklat peningkatan 

kompetensi manajerial sebanyak 35 orang sehingga jumlah pegawai yang memiliki 

sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial adalah 1.805 orang atau melebihi 

target yang ditetapkan. 

Tabel 3.4 Realisasi Pelaksanaan Diklat Manajerial Tahun 2016 

NO 
JENIS 

DIKLAT 
JUMLAH 

PESERTA 
TEMPAT METODE WAKTU PELAKSANAAN 

1. DiklatPIM 
Tk. II 

2 orang PKP2A I Lembaga Administrasi 
Negara jatinangor 

Pola 
Pengiriman 

(Biaya 
APBD Kota 
Bandung 

20 Juli s.d 11 November 
2016 

2. DiklatPIM 
Tk. III 

3 orang Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Provinsi Jawa Barat 

Pola 
Pengiriman 

(Biaya 
APBD Kota 
Bandung 

26 Juli s.d 10 November 
2016 

3. DiklatPIM 
Tk. IV 

30 orang PKP2A I Lembaga Administrasi 
Negara jatinangor 

Pola 
Pengiriman 

(Biaya 
APBD Kota 
Bandung) 

27 Juli s.d 18 November 
2016 

Jumlah 35 orang    

 

Adapun jumlah pejabat struktural yang terisi sebagai unsur pembagi mengalami 

penurunan menjadi sebanyak 1767 orang (terdapat penurunan jumlah pejabat 

struktural karena pensiun), sehingga persentase jumlah pegawai yang memiliki sertifikat 

diklat peningkatan kompetensi manajerial melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 

102,15%  atau capaian kinerjanya sebesar 111,55% 

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah 

tercapai sebesar 102,15% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.5   Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2016 

% 

Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d 
Tahun 2016 

Persentase pegawai 
yang memiliki sertifikat 
diklat peningkatan 
kompetensi manajerial 

% 91,54 102,15 111,55 100 102,15 102,15 

 

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang, upaya 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

b. Kompetensi Teknis 

Kompetensi Teknik (technical competence) yaitu kompetensi mengenai bidang 

yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang sama dimuat dalam PP Nomor 

101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan PNS 

dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang 

belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti diklat teknis yang 

berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. 

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis 

pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat 

diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 3.6 Analisis Capaian IKU 1.1.b 

No Indikator 
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1. Jumlah Pegawai yang 
mengikuti Diklat 
Peningkatan kompetensi 
Teknis setiap tahun 

1.022 1.022 435 586 461 497 344 676 

2. Jumlah pegawai yang 
memiliki Sertifikat Diklat 
Peningkatan kompetensi 
Teknis (akumulasi) 

13.628   13.628 14.063  14.214  14.675 14.711 15.055 15.353 

Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana pembina diklat yang rutin 

untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja; 
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No Indikator 
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

3. Jumlah pegawai yang 
belum memiliki Sertifikat 
Diklat Peningkatan 
kompetensi Teknis 
(akumulasi) 

7.816 6.717 6.595 2.027 

4. Jumlah PNS 21.444 20.931 21.912 21.306 21.306 17.380 

5. Persentase Pegawai 
yang Memiliki Sertifikat 
Diklat Peningkatan 
Kompetensi Teknis  
(2/4 x 100%) 

63,55% 63,55% 67,19% 67,91% 66,97% 69,05% 70,66% 88,33% 

CAPAIAN IKU 100% 101,07% 103,11% 125% 

 

Grafik  3.2   Perkembangan Capaian Indikator Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat  

                    Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis Tahun 2013 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2016, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan 

kompetensi teknis ditargetkan sebanyak  15.055 orang, atau bertambah 344 orang 

dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan jumlah PNS ditargetkan sebanyak 21.306 

orang sehingga persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan 

kompetensi teknis ditargetkan sebesar  70,66%. 

Realisasinya, pada tahun ini telah dilaksanakan diklat teknis tugas dan fungsi 

sebanyak 291 orang dan diklat fungsional sebanyak 80 orang sehingga jumlah pegawai 

yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial melebihi target yang 

telah ditetapkan yakni sebanyak 15.353 orang, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 
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Tabel 3.7 
Tabel Realisasi Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2016 

No. Jenis Diklat 
Jumlah 
Peserta 

TEMPAT 
SUMBER 

DANA 
WAKTU 

PELAKSANAAN 

1.  Diklat Teknis Manajemen 
Kearsipan 

70 Hotel Karang Setra 
Kota Bandung 

Swakelola 
Kerjasama 
dengan 
Badiklatda 
Provinsi Jawa 
Barat 

1 s.d  10 
Desember 2016 

2.  Pelatihan Purnabhakti  70 Hotel Cipaku Kota 
Bandung 

Swakelola 
kerjasama 
dengan PT. 
Kahtulistiwa 

28 s.d 30 
November 2016 

3.  Pelatihan ESQ 151 Menara ESQ 165 
Jakarta 

Swakelola 
kerjasama 
dengan ESQ 
165 

29 s.d 30 
November 2016 

Jumlah 291    

 

 
Tabel 3.8 

Tabel Realisasi Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2016 

No. Jenis Diklat 
Jumlah 
Peserta 

Tempat Metode 
Waktu 

Pelaksanaan 

1. Diklat Dasar 
Intelijen  

30 Pusat Pendidikan Intel 
Lembaga Pendidikan 
POLRI Soreang 
Kabupaten Bandung 

Pengiriman 14 s.d 25 November 
2016 

2. Diklat Dasar Satpol 
PP 

50 Badiklatda Provinsi 
Jawa Barat 

Swakelola 27 November s.d 2 
Desember 2015 

Jumlah 80    

 

Adapun jumlah PNS di Kota Bandung sebagai unsur pembagi menurun dibanding 

target sebagai imbas pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, menjadi sebanyak 17.380 orang, sehingga 

persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis 

melebihi target yang ditetapkan, yakni mencapai 88,33% atau capaian kinerjanya 

sebesar 125%. 

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan 

sebesar 21,33% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat 

peningkatan kompetensi teknis dan ada penurunan jumlah pegawai sebagai unsur 

pembagi. 
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Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja : 

 

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah 

tercapai sebesar 117,77% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.9  Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2016 

% 

Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d 
Tahun 2016 

Persentase pegawai yang 
memiliki sertifikat diklat 
peningkatan kompetensi 
teknis 

% 70,66 88,33 125% 75 88,33 117,77 

 

Hasil kegiatan studi banding pada 

Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Bandung yang dilaksanakan ke 

Pemerintah Kabupaten Badung, beberapa 

keunggulan kinerja instansi yang 

dikunjungi antara lain: 

 
 

1. Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan 

konsep pelayanan terpadu satu pintu dalam pengelolaan administrasi 

kepegawaian. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk 

memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat, mudah, transparan, 

terjangkau dan terukur. 

1 

2 

Kesanggupan lembaga penyelenggara dalam rangka pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan 

Ketersediaan fasilitator penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan 

3 Tersedianya data yang akurat dan lengkap sehingga sangat mendukung 
untuk pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja 

Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat 
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2. Pengembangan selanjutnya yaitu inovasi pelayanan kepegawaian dengan 

system jemput bola. 

 

Untuk meningkatkan kinerja indikator ini di masa yang akan datang dapat 

dilakukan upaya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto Kegiatan 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Melaksanakan Diklat 
yang penunjukan 
peserta berdasarkan 
analisis kebutuhan 
sesuai dengan 
kompetensi yang ingin 
ditingkatkan 

Menciptakan 
kerjasama yang baik 
antara peserta diklat, 
panitia penyelenggara 
dan widyaiswara 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  
Kepemimpinan Tk.II Badiklatda Prov Jawa Barat 

Aula Utama Badiklatda Prov Jawa Barat 
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                                                   Upacara Pembukaan Diklat 
 

 
 

Upacara Penutupan Diklatpim Tk.II 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pengarahan Program Diklat 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  

Kepemimpinan Tk.IV PKP2A I Lembaga Administrasi Negara 

Aula Auditorium Kota Bandung 
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Pembekalan kepada Alumni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kegiatan Diklat Prajabatan Pelamar Umum Golongan II dan III  
Tahun 2016 

Gedung Serbaguna Lt.3 Balaikota Bandung 
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 Tugas belajar merupakan 

penugasan yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang kepada PNS 

untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi atau yang 

setara baik di dalam maupun di luar 

negeri, bukan atas biaya sendiri, dan 

meninggalkan tugas sehari-hari 

sebagai PNS.  

Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi 

pada tahun 2016 adalah sebanyak 23 orang dari target sebesar 24 orang, sehingga 

capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar 95,83%. Kriteria untuk indicator ini adalah 

jumlah pegawai yang sedang menempuh tugas belajar. 

 

 
Tabel 3.11  
Perkembangan Capaian Kinerja Tugas 
Belajar sesuai Kebutuhan Formasi Tahun 
2014-2016 

 

 

Tahun 
Target 

(Orang) 

Realisasi 

(Orang) 

Capaian 

(%) 

2014 16 19 118,75 

2015 20 33 165,00 

2016 24 23 95,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.3 
Perkembangan Capaian Kinerja Tugas Belajar sesuai 
Kebutuhan Formasi Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

1.2 Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan Kebutuhan Formasi 

 

16

20

24

19

33

23

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2016

Target

Realisasi



 

 

 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 

L K I P  B K D  K o t a  B a n d u n g  T a h u n  2 0 1 6  

 
25 

                                          Tabel 3.10 Analisis Capaian IKU 1.2 

No Indikator 
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1. 
Jumlah pegawai ASN yang 
Mengikuti Tugas Belajar sesuai 
dengan Kebutuhan Formasi 

16 19 20 33 24 23 

CAPAIAN IKU 118,75% 165% 95,83% 
 

 

Pencapaian kinerja ini didukung 

oleh kemampuan akademis PNS untuk 

dapat lulus dalam mengikuti seleksi 

tugas belajar yang diadakan oleh 

beberapa Kementerian, BAPPENAS, 

BPPKP dan lembaga lain yang memberi 

bantuan tugas belajar. 

 

Tahapan untuk mencapai kinerja tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi 

adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari informasi 
beasiswa dari seluruh 
Kementerian dan 
Lembaga yang 
menyediakan beasiswa 
sesuai kompetensi yang 
dibutuhkan oleh 
Pemkot Bandung dan 
menginformasikan ke 

seluruh PNS 

Proses 
Pencapaian 

Kinerja 

 Tugas Belajar 
sesuai dengan 

Kebutuhan 
Formasi 

Menerbitkan Surat 
Keputusan 
Walikota untuk 
PNS yang 
mendapatkan 
beasiswa tugas 
belajar 

Memproses persyaratan administrasi pengiriman 
mahasiswa tugas belajar dengan sumber dana dari 
Kementerian/Lembaga maupun dengan pembiayaan 
APBD 

Memproses persyaratan administrasi 
pengiriman mahasiswa tugas belajar dengan 
sumber dana dari Kementerian/Lembaga 
maupun dengan pembiayaan APBD 

Memberi bantuan Tugas Belajar secara penuh 
dengan pendanaan murni yang bersumber dari 
APBD dan memfasilitasi serta memberi bantuan 

berupa cost sharing dari sumber APBD 
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Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya 

aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme 

dan berbasis kebutuhan organisasi. Pegawai ASN yang memperoleh beasiswa tugas 

belajar terdiri dari berbagai jurusan sesuai dengan kebutuhan formasi pada SKPD  

seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini  

Tabel 3.11 
Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Tugas Belajar Sesuai Kebutuhan Formasi Tahun 2016 

No Unit Kerja Jenjang Jurusan 
Perguruan 

Tinggi 
Jumlah 
(Orang) 

Keterangan 

1. Dinas Kesehatan S-2 

Ilmu Kesehatan 
Masy 

UI 1 
Lintas Tahun 

(2015) 

Ilmu Kesehatan 
Masy 

UNPAD 1 
Lintas Tahun 

(2015) 
Magister Ekonomi 
Terapan 

UNPAD 1 
Hasil Seleksi 
Tahun 2016 

Ekonomi Terapan UNPAD 1 2016 

2. 
Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

S-2 
CIO dan Layanan 
Teknologi Informasi 

ITB 1 
Lintas Tahun 

(2015) 

S2 

Kekhususan CHIEF 
INFORMATION 
OFFICER dan 
Layanan Teknologi 
Informasi 

ITB 1 2015 

3. Dinas Pertanian dan KP S-3 
Echological 
Geography 

Nanjing 
Normal 

University 
1 

Lintas Tahun 
(2015) 

4. BPLH S-3 
Philosophy in 
Geography (Human) 

University of 
Exeter UK 

1 
Lintas Tahun 

(2015) 

5. Bappeda 
S-2 

 

Perencanaan 
Wilayah Kota 

ITB 
1 

Lintas Tahun 
(2015) 

1 
Hasil Seleksi 
Tahun 2016 

Heri Casnoto 

Nanjing 
Normal 

University, 
China 

1 
Hasil Seleksi 
Tahun 2016 

Perencanaan 
Wilayah dan Kota 

ITB 1 2016 

6. RSKGM S-2 
Ilmu Kesehatan 
Masy 

UNPAD 1 
Lintas Tahun 

(2015) 
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No Unit Kerja Jenjang Jurusan 
Perguruan 

Tinggi 
Jumlah 
(Orang) 

Keterangan 

Dokter 
Spesiali

s 
Kedokteran Gigi UNPAD 1 

Lintas Tahun 
(2015) 

S2 dokter gigi spesialis UNPAD 2 2016 

7. Dinas Sosial S-2 
CIO dan Layanan 
Teknologi Informasi 

ITB 1 
Lintas Tahun 

(2015) 

8. DBMP 
S-3 Urban-Rural Planing China 1 

Lintas Tahun 
(2015) 

S-2 
Magister Ekonomi 
Terapan 

UNPAD 1 
Hasil Seleksi 
Tahun 2016 

9. 
Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang 

S-2 
Magister Proyek 
Konstruksi 

UNPAR 1 
Hasil Seleksi 
Tahun 2016 

10 
Kelurahan Braga 
Kecamatan Sumur 
Bandung 

S-2 
Manajemen 
Pertahanan 

Universitas 
Pertahanan 

1 
Hasil Seleksi 
Tahun 2016 

11 
Rumah Umum Daerah 
Kota Bandung  

Pendidi
kan 

Dokter 
Dokter spesialis UNPAD 1 2016 

12 
Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota 
Bandung 

S2 Akuntansi UNPAD 1 2015 

Jumlah 23  

 
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja sudah 

tercapai sebesar 71,87% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.12  Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka  menengah 

yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2016 

% 

Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d  
Tahun 2016 

Jumlah pegawai yang 
mengikuti tugas belajar sesuai 
dengan kebutuhan formasi 

% 24 23 95,83 32 23 71,87 

Untuk meningkatkan capaian IKU ini di tahun-tahun mendatang, BKD Kota 

Bandung menyusun langkah-langkah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian, BAPPENAS, BPKP dan 
lembaga lain yang memberi bantuan tugas belajar bagi PNS 

Mensosialisasikan dengan baik kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bandung tentang program bantuan tugas belajar dari Kementerian, BAPPENAS, 
BPPKP dan lembaga lain yang memberi bantuan tugas belajar bagi PNS; 

 

Mensosialisasikan dengan baik kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bandung tentang program bantuan tugas belajar dengan pembiayaan dari APBD 

murni sesuai kebutuhan pendidikan di Pemerintah Kota Bandung 

1 

2 

3 
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Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.13    Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 1 

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara 

INDIKATOR 
KINERJA 

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI  

(Rp) 
% 

1 2 3 4 5 6 

Persentase 
pegawai yang 
memiliki 
sertifikat 
diklat 
peningkatan 
kompetensi) 
- Kompetensi 

Manajerial 
- Kompetensi 

Teknis 

Program peningkatan 
kapasitas sumberdaya 
aparatur 

 
7.459.512.550  6.399.588.175  85,79 

  

Pendidikan dan 
pelatihan 
prajabatan bagi 
calon PNS Daerah 

Terlaksananya 
Pengarahan Umum dan 
Pengantar Tugas bagi 
Alumni Diklat Prajabatan 
CPNSD (Pelamar Umum) 

110.000.000  102.307.100  93,01 

  

Pendidikan dan 
pelatihan 
struktural bagi PNS 
Daerah 

Terlaksananya 
Pendidikan dan 
Pelatihan Kepemimpinan 
bagi Pejabat Struktural 
Eselon II, III dan IV = 119 
Orang 

       
2.770.000.000  

    
2.696.370.000  

97,34 

 

Pendidikan dan 
pelatihan teknis 
tugas dan fungsi 
bagi PNS Daerah 

1. Diklat teknis 
perencanaan dan 
pengadaan ASN = 1 
orang 

3.033.512.550  2.528.150.575  83,34 

2. Diklat teknis 
pengembangan 
kompetensi ASN = 1 
orang 

3. Diklat teknis penilaian 
kinerja dan 
kompetensi ASN = 1 
orang 

4. Diklat teknis 
pemberhentian dan 
ASN = 1 orang 

5. Bimtek serta ujian 
pengadaan barang 
dan jasa = 181 orang 

 6. Diklat bagi aparatur 
pemadam kebakaran 
= 40 orang 

7. DIklat pengawas jalan 
dan jembatan = 4 
orang 

Mensosialisasikan SKPD untuk membantu PNS yang mengajukan tugas belajar dalam 
surat menyurat untuk kelengkapan proses administrasi pendaftaran 

4 
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INDIKATOR 
KINERJA 

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI  

(Rp) 
% 

1 2 3 4 5 6 

8. Diklat manajemen 
operasi dan 
pemeliharaan/perbai
kan alat berat = 4 
orang 

9. Diklat bahasa inggris 
= 20 orang 

10. Diklat manajemen 
kearsipan = 70 orang 

11. Diklat purnabhakti = 
70 orang 

   

12. Diklat ESQ = 151 
Orang 

   

  

Pendidikan dan 
pelatihan 
fungsional bagi 
PNS Daerah 

1. Diklat analis 
kepegawaian=30 
orang 

2. Diklat fungsional 
dasar satpol PP = 50 
orang 

3. Diklat fungsional 
dasar intelegen = 30 
orang 

1.546.000.000  1.072.760.500  69,39 

 Program pembinaan 
dan pengembangan 
aparatur 

 
121.378.300  111.076.150  91,51 

  

Pengembangan 
diklat (Analisis 
kebutuhan Diklat, 
Penyusunan Silabi, 
Penyusunan 
Modul, 
Penyusunan 
Pedoman Diklat) 

Terlaksananya Analisis 
Kebutuhan Diklat dan 
Tersusunnya Prioritas 
Kebutuhan Diklat Tahun 
2017 

           
121.378.300  

       
111.076.150 

91,51 

Jumlah 
pegawai ASN 
yang 
mengikuti 
tugas belajar 
sesuai 
kebutuhan 
formasi 

Program pembinaan 
dan pengembangan 
aparatur 

 
675.292.484  243.432.738  58,43 

  

Pemberian 
bantuan tugas 
belajar dan ikatan 
dinas 

Jumlah PNS yang 
Mendapat Bantuan dana 
Tugas Belajar = 25 PNS 

           
621.361.805  

         
197.555.685  

31,79 

  
Seleksi dan 
penetapan PNS 
untuk tugas belajar 

Jumlah PNS yang 
Mengikuti Seleksi Tugas 
Belajar = 50 PNS 

53.930.679  45.877.053  85,07 

JUMLAH REALISASI SASARAN 1 8.256.183.334 6.754.097.063 81,81 

 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran dengan 

program/kegiatan yang dilaksanakan.  

Pada sasaran 1 tidak terdapat rekomendasi yang dikemukakan pada LKIP tahun 

sebelumnya 
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Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu 

organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting. 

Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan 

antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut 

merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif. 

Dalam pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah 

diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan 

prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS 

tersebut sangat terkait dengan penguasaan 

kompetensi yang dipersyaratkan dalam 

pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah 

organisasi birokrasi. 

 

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.14 Capaian IKU pada 

                  Sasaran Strategis 2 

 

Tahun 
Targ

et 

Realisa

si 

Capaian 

(%) 

2013 72 72,40 100,56 

2014 73 73,56 100,77 

2015 76 75,27 99,04 

2016 79 92,59 117,20 

 

 

 

 

 

 
 
Grafik 3.4 

Perkembangan Capaian Kinerja Persentase Jabatan yang 

Diisi Sesuai dengan Kompetensi Tahun 2013-2016 

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

Sasaran 
Strategis 2 

Tersedianya aparatur sipil negara 
yang memenuhi standar kompetensi 

72 73

76

79

72.4
73.56

75.27

92.59

71

76

81

86

91

96

2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi
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bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan 

kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, 

melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.  

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap 

peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam 

organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan 

organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa 

memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang 

hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa 

menjadi kontra produktif.  

Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima 

kepada masyarakat sehingga penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi 

dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-

2018 pada misi ke-2 menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih dan melayani dan 

tujuan ke-2 yakni terlaksananya reformasi birokrasi. 

Bila dibandingkan dengan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota lain, kinerja 

Pemerintah Kota Bandung cenderung masih unggul dalam hal pengisian jabatan sesuai 

dengan kompetensi. Namun jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, 

masih sangat jauh. 

Pada Tahun 2016 target kinerja jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 

adalah sebesar 79% dengan asumsi 23% jumlah jabatan yang belum sesuai kompetensi 

adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum. Upaya penempatan PNS sesuai 

dengan tugas pekerjaannya sehari-hari ini sesuai dengan adanya kebijakan penataan 

PNS dengan penempatan JFU dalam jabatan (penamaan JFU) melalui Surat Perintah 

Sekretaris Daerah Nomor 800/132-BKD tanggal 13 Januari 2016. adapun yang dimaksud 

kompetensi disini adalah kompetensi berupa skill dan knowledge yang diketahui dari 

pendidikan formal dan pendidikan dan pelatihan penjenjangan saja sehingga capaian 

kinerjanya melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 92,59%. 

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja mengalami peningkatan sebesar 

17,32%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 sudah terdapat kebijakan penataan 

PNS dengan penempatan JFU dalam jabatan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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No Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan 2013 2014 2015 2016 

1. Formasi struktural 1.951 1.951 1.951 1.951 

2. Formasi struktural yang terisi dan memenuhi persyaratan 
kompetensi 

1.889 1.929 1.927 1.767 

3. Fungsional Tertentu (JFT) yang memenuhi persyaratan 
kompetensi 

13.637 13.468 12.940 9.770 

4. Fungsional Umum (JFU) yang memenuhi persyaratan 
kompetensi, terdiri dari : 

- - 1.171 4.556 

5. PNS Kota Bandung 21.444 20.931 21.306 17.380 

Target IKU  72% 73% 76% 79% 

Realisasi IKU = (2+3+4)/5 x 100% 72,40% 73,56% 75,27% 92,59% 

Capaian IKU = (Realisasi/Target) x 100% 100,56% 100,77% 99,04% 117,20% 

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah 

tercapai sebesar 108,93% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.16    Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka   

                      menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2016 

% 
Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target Realisasi s/d 2016 

Persentase  jabatan yang diisi 
sesuai  dengan kompetensi 

% 79 92,59 117,20 85 92,59 108,93 

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 

 

 

 

 

Sedangkan faktor penghambat pencapaian sasaran adalah : 

 Terbitnya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menghambat 
pengumpulan data untuk penyusunan Standar Kompetensi teknis, karena SKPD 
menganggap akan banyak SKT yang berubah seiring dengan perubahan SOTK 

 

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kota Bandung 

untuk meningkatkan capaian kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai dengan 

kompetensi antara lain : 

Kebijakan penamaan JFU untuk pemberian TPP menunjang terhadap 
ditetapkannya masing-masing JFU dalam Jabatan nya sesuai pekerjaan yang 
dikerjakan sehari-hari 
 

Penetapan yang dilakukan oleh SKPD sebagian besar sudah memperhatikan 
latar belakang pendidikan 

1 

2 

Tabel 3.15   Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya 

                     Indikator Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi 
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Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

 
Tabel 3.17    Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 2 

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi  
Indikator Kinerja Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Kompetensi 

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

Program pembinaan dan 
pengembangan aparatur 

 
675.181.407  628.041.321  78,42 

  
Penyusunan rencana 
pembinaan karir PNS 

Terlaksananya penyusunan rencana 
pembinaan karier PNS 176.568.918  154.015.386  87,23  

  
Penyusunan 
Instrumen Analisis 
Jabatan 

Tersedianya Dokumen Instrumen 
Analisis Jabatan PNS 144.961.962  122.189.514  84,29  

  
Seleksi Penerimaan 
Calon PNS  dan Seleksi 
Penerimaan PTT 

 

51.940.327  51.940.327  100  

  

Ujian Penyesuaian 
Kenaikan Pangkat 
(Penyesuaian Ijazah) 
dan Ujian Dinas 

Jumlah PNS yang memenuhi standard 
kompetensi melalui ujian penyesuaian 
ijazah = 150 PNS 

117.210.200  117.170.200  99,97  

  
Seleksi Mutasi Pindah 
Datang PNS 

Jumlah peserta seleksi pindah datang 
tahun 2016=164 Orang 

184.500.000  182.725.894  99,04  

Program Pembangunan 
dan Pengembangan 
Assesment Center 

 
2.000.000.000  1.903.144.733  94,30  

  
Penyusunan 
Metoda/Alat Ukur 
Penilaian Kompetensi 

1. Pengembangan Sistem Aplikasi Uji 
Kompetensi Berbasis Komputer 

2. Penyusunan alat ukur kompetensi 
bidang kepegawaian 

3. Penyusunan alat ukur kompetensi 
manajerial 

250.000.000  221.990.500  88,80  

 

Penilaian Kompetensi/ 
Assesment 
Kompetensi untuk 
Penempatan dalam 
Jabatan 

1. Seleksi terbuka JPT  
2. Asessment kompetensi/talent 

mapping pejabat pengawas 
(pejabat struktural es. IV.b) 

3. Asessment kompetensi JFU pada 
Satpol PP dan Dinas kesehatan 

1.200.000.000  1.146.935.642  95,58  

Berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab dalam penetapan uraian tugas 
jabatan untuk masing-masing jabatan, termasuk jabatan fungsional umum 
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PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

 
Penyusunan dan 
Penetapan Standar 
Kompetensi Jabatan 

1. Penyusunan Raperwal penempatan 
dalam jabatan 

2. Penyusunan Kepwal standar 
kompetensi JPT 

3. Penyusunan Kepwal standar 
kompetensi jabatan administrator 

4. Penyusunan standar kompetensi 
jabatan pengawas 

5. Penyusunan standar kompetensi 
teknis jabatan structural pada 14 
SKPD  

350.000.000  346.613.309  99,03  

 

Penyusunan Business 
Process MSDM 
Berbasis Kompetensi 
dan SOP Assessment 
Center 

1. 1 dokumen business process 
manajemen SDM berbasis kompetensi 

2. 82 dokumen SOP manajemen SDM 
berbasis kompetensi 

200.000.000 187.605.300  93,80  

 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran 

dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.  

Pada sasaran 2 tidak terdapat rekomendasi yang dikemukakan pada LKIP 

tahun sebelumnya. 
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Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah 

mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing 

pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.18 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3 

Indikator Kinerja 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 
Target  Realisasi  

Capaian 

(%) 

1. Persentase penanganan 
terhadap pelanggaran 

disiplin pegawai ASN 

100% 100% 100 100% 100% 100 

2. Persentase SKPD yang 

tidak terdapat 

pelanggaran disiplin 

75% 77,78% 103,69 78% 86,11% 110,40 

3. 
Persentase tingkat 
kehadiran pegawai ASN 

100% 99,87% 99,87 100% 93,45% 93,45 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 101,19   101,28 

 

Uraian mengenai ketiga IKU tesebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai lembaga 

yang memiliki fungsi untuk melaksanakan 

pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya 

untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran 

PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka 

mewujudkan reformasi birokrasi dan 

pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good 

Governance) melalui pengukuran persentase 

penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS. 

Kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2016 sebanyak 29 kasus dan seluruhnya 

sudah ditangani sehingga capaian kinerjanya 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

 

3.1 Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS 

Sasaran 
Strategis 3 

Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN 
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Tabel 3.19 

Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKD Kota Bandung berdasarkan  

Jenis Pelanggaran Tahun 2013 –Tahun 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2015, 

jumlah pelanggaran disiplin yang ditangani oleh BKD mengalami penurunan hal ini 

dikarenakan meningkatnya pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BKD. 

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah dilaksanakannya monitoring 

dan evaluasi ke SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan 

pegawai, sedangkan faktor penghambatnya adalah perlu adanya sinkronisasi jadwal 

pelaksanaan sidang Tim Pertimbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Bila dibandingkan dengan BKD Pemerintah Kota Surakarta, dalam 

melaksanakan penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS sudah memiliki ruangan 

khusus untuk penasehatan serta tim khusus yang bertugas menangani. 

 

 

 

 

Jenis 

Pelanggaran 

Disiplin 

2013 2014 2015 2016 

Ringan - 22 10 16 

Sedang  - 2 3 - 

Berat 7 7 17 13 

Jumlah 7 31 30 29 
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Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, solusi yang akan 

dilaksanakan adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang 

tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik 

yang dilakukan di dalam  maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP 

53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terus 

berupaya untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga 

sampai dengan tahun 2016 dapat melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 

sebesar 86,11% atau sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) SKPD tidak terdapat pelanggaran 

disiplin dari jumlah SKPD di Kota Bandung sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD.  

 

Tabel 3.20 

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan  

Indikator Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin Tahun 2015-2016  

Indikator Kinerja Satuan Tahun Target Realisasi % 

Persentase  SKPD yang 
Tidak Terdapat  
Pelanggaran Disiplin  

% 
2015 75 77,78 103,71 

2016 78 86,11 110,40 

 

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah SKPD yang tidak terdapat 

pelanggaran disiplin pada tahun ini terdapat peningkatan menjadi 62 SKPD 

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 56 SKPD sehingga capaian kinerja 

mengalami peningkatan sebesar 6,69%. Adapun faktor pendorong capaian kinerja : 

 

1. Melakukan pembinaan kepada SKPD berupa sosialisasi PP 10 dan PP 53  

2. Pelaksanaan pemeriksaan penggunaan narkoba melalui tes urine bagi PNS di 9 

(sembilan) SKPD bekerjasama dengan BNN Kota Bandung. 

 

3.2 Persentase SKPD yang tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin 
 
 
 
 
3.2 Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin 

 
 

Adanya anggaran 
untuk pelaksanaan 

Sidang oleh Tim 
Pertimbangan 

1  
 

Tersedianya 
Peraturan 

perundang-undangan 
mengenai Disiplin 

PNS 

2  
 

Tersusunnya Jadwal 
Pelaksanaan Proses 

Penanganan Pelanggaran 
Disiplin PNS 

3 



 

 
 

 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja  
 

L K I P  B K D  K o t a  B a n d u n g  T a h u n  2 0 1 6  

 
38 

 
Tabel 3.21  Daftar SKPD yang Terdapat Pelanggaran Disiplin Tahun 2013-2016 

No SKPD 

Jumlah Pelanggaran Disiplin 

2013 2014 2015 2016 

R S B R S B R S B R S B 

1. Inspektorat - - - - - - - - 1 - - - 

2. Sekretariat DPRD - - - - - - - - 1 - - - 

3. Bagian Tata Usaha Setda - - - - - - - - 3 - - 1 

4. BPPKB - - - 1 - - - - - - - - 

5. BKD - - - - - - - 1 - - - - 

6. BKPPM - - 1 - - - - - - - - - 

7. BPPT - - 1 1 - - - - 1 - - - 

8. Dinas Pelayanan Pajak - - - - - - - - 3 - - 1 

9. DKPAD - - - - - - - - 3 - - - 

10. Dinas Sosial - - - - - - - - 1 - - - 

11. Dinas Kesehatan - - - - - - - - - - - - 

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - - - - - - - - - 

13. Dinas Komunikasi dan Informasi - - - - - - - - - - - - 

14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - - - - - - - - 1 - - - 

15. Dinas Pendidikan - - 2 1 - - - 2 7 16 - - 

16. Dinas Pemakaman dan Pertamanan - - 1 - - - - - - - - 1 

17. Dinas Koperasi UKM dan Perindag - - - 1 - - - - - - - - 

18. Dinas Bina Marga dan Pengairan - - - 3 - - - - 2 - - - 

19. Dinas Pemuda dan Olahraga - - - - 1 - - - 1 - - 1 

20. Dinas Perhubungan - - - 1 - - - - - - - - 

21. Satuan Polisi Pamong Praja - - - 4 1 - 2 2 4 - - 4 

22. RSKGM - - - 2 - - - - - - - - 

23. Kecamatan Lengkong - - - 2 - - - - - - - - 

24. Kecamatan Rancasari - - - 1 - 1 - - 1 - - - 

25. Kecamatan Kiaracondong - - - 2 - - - - - - - - 

26. Kecamatan Ujungberung - - - 2 - - - 1 - - - - 

27. Kecamatan Regol - - 1 - - - - - - - - - 

28. Kecamatan Astanaanyar - - 1 1 - - - - - - - - 

29. Kecamatan Bojongloa Kaler - - - 2 - - - - - - - - 

30. Kecamatan Batununggal - - - 1 - - - - - - - - 

31. Kecamatan Astanaanyar - - - 1 - - - - - - - - 

32. Kecamatan Antapani - - - 1 - - - - 2 - - - 

33. Kecamatan Mandalajati - - - - - - - - - - - 1 

34. Kecamatan Coblong - - - - - - - - - - - 1 

35. Kecamatan Cibiru - - - - - - - - - - - - 

36. Kecamatan Bandung Kulon - - - - - - - - - - - - 

37. Kecamatan Panyileukan - - - - - - - - - - - 1 

38. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana 
- - - - - - - - - - - 1 

39 RSKIA - - - - - - - - - - - 1 

Jumlah Pelanggaran Disiplin - - 7 27 2 1 2 6 31 16 - 13 

Jumlah SKPD yang Terdapat Pelanggaran Disiplin  6 19 16 10 

Ket : R = Ringan, S = Sedang, B = Berat 
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Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah 

tercapai sebesar 109% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2016 

% 
Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target Realisasi s/d 2016 

Persentase  pegawai yang tidak 

terdapat pelanggaran disiplin 
% 78 86,11 110,40 79 88,88 109 

 

 

 

 

Indikator ini dimaksudkan untuk 

mengukur tingkat kepatuhan pegawai 

sebagai tolok ukur kedisiplinan karena 

keberhasilan dalam mencapai tujuan dan 

kelancaran dalam pelaksanaan tugas selain 

ditentukan oleh mutu profesionalitas juga 

sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan. 

 

Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN pada tahun 2016 adalah sebesar 

93,45% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 93,45% 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.22 - Capaian IKU 3.3 

I K U Tahun Target  Realisasi  
Capaian 
IKU (%) 

Persentase Tingkat 
Kehadiran Pegawai ASN 

2014 100 97,33 97,33 

2015 100 99,87 99,87 

2016 100 93,45 93,45 

 

Pada tahun 2016, realisasi tidak mencapai 100% hal tersebut dikarenakan 

masih ada ASN yang tidak melaporkan kehadirannya ke kepegawaian sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan masih adanya ASN yang dipekerjakan di Swasta (guru yang 

tidak melaporkan kehadirannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku). 

Pada tahun 2016 telah diaplikasikan SIAP (Sistem Informasi Administrasi 

Presens) dimana administrasi presensi dilakukan secara elektronik dan dijadikan 

3.3 Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN 
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sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP-PNS) di 

lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 

1. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung terhadap jajaran pelaksana yang 

menjadi kewenangannya untuk mematuhi ketentuan jam kerja sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

2. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS 

3. Penerapan Reward dan Punishment 

4. Pola kepemimpinan atasan yang diharapkan mampu mendorong, membina dan 

mengembangkan disiplin serta produktivitas kerja karyawannya 

5. Penerapan Sistem Kehadiran secara Online ke setiap SKPD dapat dilaksanakan 

secara optimal 

 

 

 

 

 

Adapun kendala  pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya kesadaran ASN untuk melaksanakan ketentuan jam kerja sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 

2. Belum tersosialisasinya secara merata regulasi yang mengatur disiplin kehadiran 

terhadap jajaran PNS 

3. Kurangnya kesadaran ASN untuk menyampaikan data pendukung terhadap 

ketidakhadirannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan 

Solusi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang  adalah  sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

1 Peningkatan pengawasan dan pengendalian atasan langsung dan pimpinan SKPD 

dalam mengimplementasikan SIAP 

2 

3 

4 

Implementasi perhitungan TPP terhadap kehadiran diberlakukan untuk penegakan 

dan meningkatkan disiplin ASN penitipan absensi kepada rekan kerja. 

Koordinasi dan konsolidasi mengenai SIAP melalui grup whatsapp 

Monitoring ke setiap SKPD terhadap implementasi SIAP 
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Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah 

tercapai sebesar  93,45% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.23  Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka 
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator Kinerja % 
Tahun 2016 

% 
Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d 
Tahun 2016 

Persentase Tingkat 
Kehadiran Pegawai 
ASN  

% 100 93,45 93,45 100 93,45 93,45 

 

Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.24   Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 3       
                    Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN 
 

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
% 

1 2 3 4 5 

Program pembinaan dan 
pengembangan aparatur 

 
266,000,000 240.231.400 90,31 

 

Proses penanganan 
kasus-kasus 
pelanggaran disiplin 
PNS 

1. Tertanganinya proses 
pelanggaran disiplin pegawai 
(21 kasus) 

2. Tertanganinya proses ijin 
perkawinan/perceraian (31 
kasus) 

3. Terlaksananya tes urine 
narkoba 100% (1.554 orang) 

266,000,000  240.231.400  90,31  
  

Program pembinaan dan 
pengembangan aparatur 

 
119.709.500 117.405.697 98.08 

  
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan 

Terlaksananya monitoring, 
evaluasi dan pelaporan 
pengelolaan manajemen 
kepegawaian di seluruh SKPD di 
lingkungan pemerintah kota 
Bandung 

119.709.500  117.405.697  98.08  

 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran 

dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.  

Pada sasaran 3 tidak terdapat rekomendasi yang dikemukakan pada LKIP 

tahun sebelumnya. 
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Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS 

Melaksanakan rapat perihal SIAP dan SIMPEG 
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Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah 

mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya 

ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.25 
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 4 

Indikator Kinerja Tahun Target  Realisasi  
Capaian 

(%) 
Persentase pegawai yang 
terpenuhi hak-hak 
kepegawaiannya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

2014 100% 100% 100% 

2015 100% 100% 100% 

 
2016 100% 100% 100% 

 

Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja 

pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah pegawai yang memperoleh 

surat ijin cuti, jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, 

jumlah PNS yang memperoleh TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), 

jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta 

persentase PNS yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil). 

Perbandingan capaian indikator tahun sebelumnya  dapat  dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.26 
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-Hak Kepegawaiannya 

sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Tahun 2014 - 2016 

No 
Jenis Hak-hak 
Kepegawaian 

Capaian Kinerja 

2014 2015 2016 

Terpenu
hi 

Seharus 
nya 

Capaian 
Terpen

uhi 
Seharu

snya 
Capai

an 
Terpenu

hi 
Seharus

nya 
Capai

an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Cuti 172 172 100% 438 438 100% 169 169 100% 

2. 
CPNS yang diangkat 
menjadi PNS 

35 35 100% 767 767 100% 249 249 100% 

3. TPPNS 20.931 20.931 100% 21.306 21.306 100% 20.876 20.876 100% 

4. 
Jumlah jabatan yang telah 
dievaluasi dan disusun 
nilai dan kelas jabatannya  

94 94 100% 2.390 2.390 100% 1.159 1.159 100% 

5. 
Persentase PNS yang 
memiliki PPKPNS 

100 100 100% 21.306 21.306 100% 7.932 7.932 100% 

Capaian IKU 100%  100%  100% 

Sasaran 
Strategis 4 

Meningkatnya Pemenuhan  
Hak-hak Kepegawaian ASN 
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Jika dibandingkan dengan target, persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak 

kepegawaiannya telah mencapai target 100%.  

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sama dengan tahun 2015 

yakni persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya telah tercapai 

100%. 

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah 

tercapai sebesar  100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.27  Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2016 

% 

Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d 
Tahun 2016 

1. Cuti % 100 100 100 100 100 100 

2. 
CPNS yang diangkat 
menjadi PNS 

% 100 100 100 100 100 100 

3. TPPNS % 100 100 100 100 100 100 

4. Jumlah jabatan yang 
telah dievaluasi dan 
disusun nilai dan kelas 
jabatannya  

% 100 100 100 100 100 100 

5. Persentase PNS yang 
memiliki PPKPNS 

% 100 100 100 100 100 100 

Capaian IKU    100   100 

 

Hasil benchmarking dengan 

Pemerintah Kabupaten Belitung terkait 

SKP adalah sebagai berikut : 

 Pemerintah Kabupaten Belitung 

sudah menggunakan e-SKP. SKP 

elektronik dijalankan melalui 

kontrak kinerja dan penilaian 

kinerja yang dilakukan dengan 

memasukan ke dalam system. 

Kontrak kinerja dilakukan di 

awal tahun sedangkan penilaian 

kinerja dilakukan di akhir tahun. 

 

 

Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka 
benchmarking ke BKPPD Kabupaten Belitung 

Dilaksanakan pada Tanggal 18 s/d 20 Mei 2016 
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Hasil benchmarking dengan Pemerintah Kabupaten Belitung terkait SKP adalah 

sebagai berikut : 

 Pemerintah Kabupaten Belitung sudah menggunakan e-SKP. SKP elektronik 

dijalankan melalui kontrak kinerja dan penilaian kinerja yang dilakukan dengan 

memasukan ke dalam system. Kontrak kinerja dilakukan di awal tahun sedangkan 

penilaian kinerja dilakukan di akhir tahun. 

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah : 

 Tersedianya anggaran yang memadai untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil (TPPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah : 

 Tempat Pelaksanaan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kota Bandung yang relatif tidak sesuai antara kapasitas dan jumlah peserta 

sumpah/janji PNS 

 Proses Pencetakan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Calon 

Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung Tahun 2016 belum didukung dengan perangkat memadai sehingga 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam proses tersebut. 

Adapun solusi untuk perbaikan di masa akan  datang adalah sebagai berikut : 

 Mendorong Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah untuk segera 

menyusun Anjab dan ABK 

 Untuk meningkatkan capaian persentase PNS yang memiliki PPKPNS,  akan 

dilaksanakan pendampingan pada SKPD yang kesulitan untuk menyusun  SKP, yakni 

mayoritas tenaga fungsional 

 Penyediaan Perangkat yang memadai sehingga Proses Pencetakan Surat Keputusan 

Walikota Bandung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung lebih cepat. 
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Tabel 3.28    Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 4                      
        Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian ASN 

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
% 

1 2 3 4 5 

Program pembinaan dan 
pengembangan aparatur 

 
1.200.929.732  1.173.113.009  97,39  

  
Pemberian 
penghargaan bagi PNS 
yang berprestasi 

1. Usulan penerima SLKS=789 orang 
2. Penyerahan SLKS=1,046 orang 

(100%) 
3. Pemutakhiran database = 1,046 

orang 

412.100.000  410.369.338  99,58  

  
Pengembangan Sistem 
Informasi Gaji 

1. Terlaksananya pemutakhiran data 
gaji dan seluruh komponen 
tunjangan pegawai serta 
pencetakan gaji 15.324 data 

2. Terlaksananya rekonsiliasi data 
gaji, tunjangan PNS dengan data 
kepegawaian (SIMPEG) 15.324 data 

85.500.000  85.190.697  99,64  

  Sumpah Janji PNS 
Terlaksananya sumpah janji PNS 
dengan jumlah peserta sumpah janji= 
249 orang 

120.000.000  112.435.400  93,70  

  Penilaian Kinerja PNS PNS yang memiliki PPKNS 197.797.624  194.746.253  98,46  

  

Pengembangan 
Standar Pemberian 
Kesejahteraan 
Pegawai dan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

1. Penyusunan rancangan Kepwal 
tentang penetapan standar 
pemberian TPPNS 1 dokumen 

2. Penyusunan raperwal tentang tata 
cara pemberian TPPNS 1 dokumen 

3. Terlaksananya pemberian 
pelayanan pengurusan 
administrasi kepegawaian (2.375 
orang), terdiri dari: 
a. Kartu pegawai = 695 
b. KARIS = 515 
c. KARSU = 653 
d. Bapetarum = 512 

165.000.000  163.906.921  99,34  

  Evaluasi Jabatan 

4 dokumen evaluasi jab: 
1. Informasi faktor JFU Teknis 
2. Informasi faktor JFU Operasional 
3. Informasi faktor JFU Pelayanan 
4. Informasi Faktor JFU Administrasi 

220.532.108  206.464.400  93,62  

 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran 

dengan program/kegiatan yang dilaksanakan. 

Pada sasaran 4 tidak terdapat rekomendasi yang dikemukakan pada LKIP 

tahun sebelumnya. 
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Tujuan 3 :  Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang 

tepat, cepat dan akurat 

 

 

 

 

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah 

mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing 

pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.29 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 5 

Indikator Kinerja 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

1. Persentase administrasi kepegawaian 
yang diselesaikan tepat waktu 

      

 a. Kenaikan pangkat pegawai tepat 
waktu 

100% 100% 100 100% 100% 100 

 b. Kenaikan gaji berkala pegawai 
tepat waktu 

100% 100% 100 100% 100% 100 

 c. Pensiun pegawai tepat waktu 100% 100% 100 100% 100% 100 

2. Indeks kepuasan pelayanan 
administrasi kepegawaian 

65 74,49 114,60 68 79,04 116,24 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5 103,65   104,06 

 

 

  Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan 

administrasi kepegawaian. Aspek yang diukur adalah kenaikan pangkat pegawai, 

kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai.  

 

a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu 

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2002 tentang 

perubahan atas PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Sampai 

dengan tahun 2016, jumlah usulan kenaikan pangkat berjumlah 1.856 usulan dan 

jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu yaitu berjumlah 1.856 

usulan, sehingga persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu sebesar 100%. 

Sasaran 
Strategis 5 

Meningkatnya kualitas pelayanan 
administrasi kepegawaian 

5.1 Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 
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Mekanisme pelayanan kenaikan pangkat : 

1 
SKPD mengusulkan nominatif disertai kelengkapan administrasi PNS yang akan naik pangkat 
melalui Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) 

2 

BKD  memeriksa kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat, jika telah lengkap maka dientry ke 
dalam Sistem Aplikasi  Pelayanan Kepegawaian  (SAPK)  yang terintegrasi dengan Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) 

3 
BKD  mengirimkan  usul dan berkas  Kenaikan Pangkat yang telah dientry tersebut kepada 
instansi yang berwenang dalam Penandatangan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat 

4 
Usul Kenaikan Pangkat yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis, dikirimkan kembali ke 
BKD untuk dicetak Surat Keputusannya  

 

b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu 

Sub indikator ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012. Sampai dengan tahun 2016, jumlah usulan kenaikan 

gaji berkala pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjumlah 7.614 usulan, 

sedangkan jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai yang bisa diselesaikan tepat 

waktu berjumlah 7.614 usulan, sehingga persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu 

sebesar 100%. 

Hasil benchmarking dengan BKPPD Pemerintah Kabupaten Belitung adalah 

sebagai berikut : 

 BKPPD Kabupaten Belitung sudah memiliki pelayanan KGB online yang 

bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kenaikan gaji berkala (KGB). 

PNS Kabupaten Belitung dapat mengajukan KGB secara online dengan 

mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. 

 

Mekanisme pelayanan kenaikan gaji berkala : 

1 
Pengelola  kepegawaian mendata pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan untuk 
kenaikan gaji berkala 

2 

Pengelola kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada Bagian 
Pengelolaan gaji beserta tembusannya kepada  pegawai negeri sipil yang bersangkutan, Kantor 
Regional Badan Kepegawaian Negara, PT. TASPEN, Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Bandung, dan bendaharawan gaji unit organisasi 

3 
Pengelola kepegawaian unit organisasi  mengusulkan penerbitan kenaikan gaji berkala bagi 
kepala organisasinya kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah 
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4 
Badan Kepegawaian Daerah memeriksa kelengkapan berkas persyaratan untuk kenaikan gaji 
berkala 

5 
Badan Kepegawaian Daerah membuat konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala untuk 
ditandatangani pejabat yang berwenang 

6 

Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala ditandatangani  oleh pejabat yang berwenang dan 
disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung beserta 
tembusannya kepada  Sekretaris Daerah, Inspektorat, SKPD yang bersangkutan, pegawai 
negeri sipil yang bersangkutan melalui SKPD 

 

c. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu 

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013 tentang 

perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang 

Pemberhentian PNS. Sampai dengan tahun 2016, jumlah usulan kenaikan pensiun di 

lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu berjumlah 448 usulan, sedangkan jumlah 

usulan pensiun pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 448 usulan. 

Sehingga persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu yaitu sebesar 100%. 

 

Mekanisme pelayanan pensiun  : 

1 
SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan mencapai BUP atau 
Pensiun Janda/Duda melalui Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) 

2 

BKD  memeriksa kelengkapan berkas usulan Pensiun, jika telah lengkap maka dientry ke dalam 
Sistem Aplikasi  Pelayanan Kepegawaian  (SAPK)  yang terintegrasi dengan Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) 

3 
BKD  mengirimkan  usul dan berkas Pensiun yang telah dientry tersebut kepada instansi yang 
berwenang dalam Penerbitan Keputusan Pensiun PNS yang bersangkutan 

4 
Jika SK Pensiun PNS belum terbit sampai dengan TMT Pensiun PNS tersebut, maka Gaji akan 
secara otomatis dihentikan melalui sistem Gaji. 

 
Tabel 3.30 

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian 
 yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2014 - 2016 

No. Indikator Kinerja 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Usulan 
Tepat 
Waktu 

Target 
Reali 
sasi 

Capaian 
IKU 

Usulan 
Tepat 
Waktu 

Tar
get 

Reali
sasi 

Capaian 
IKU 

1. 
Kenaikan Pangkat 
Pegawai Tepat 
Waktu 

2.752 2.752 100 100 100% 1.856 1.856 100 100 100% 

2. 
Kenaikan Gaji 
Berkala Pegawai 
Tepat Waktu 

7.524 7.524 100 100 100% 9.690 9.690 100 100 100% 

3. 
Pensiun Pegawai 
Tepat Waktu 

685 685 100 100 100% 861 861 100 100 100% 

Rata-rata Capaian 100%     100% 
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Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 

 Untuk proses penyelesaian kenaikan pangkat dan pensiun sudah dilaksanakan 

melalui SAPK sehingga memudahkan dalam proses penyelesaian kegiatan tersebut. 

 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

 Adanya koordinasi antara pengelola dengan SKPD terkait 

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah : 

 Keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD 

 Berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD tidak lengkap 

 Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK. 

 Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun 

Untuk itu, solusi perbaikan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat 
PNS dari SKPD, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi 
terhadap SKPD melalui kegiatan sosialisasi kenaikan pangkat yang 
dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (periode April dan Periode Oktober). 
Berkoordinasi yang lebih intensif dengan BKN Regional III mengenai 
data pada SAPK 
 

 

1 

 

2 

Dalam hal berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD yang tidak 
lengkap, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi terhadap 
SKPD melalui kegiatan sosialisai kenaikan pangkat yang dilakukan 2 
kali dalam 1 tahun (periode April dan Periode Oktober). 
 

Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bandung terkait administrasi kepegawaian yang dibutuhkan serta 
berkoordinasi yang lebih intensif dengan BKN Regional III mengenai 
data pada SAPK. 
 

 

4 

Kemudian dalam hal masih belum akuratnya data SAPK untuk 
pegawai yang Pensiun, hal ini terus dilakukan konsolidasi antara BKD 
Kota Bandung dan BKN Regional III untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. 
 

 

5 

Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam pemberkasan usulan 
pensiun,  sudah dan akan terus menerus dilakukan  sosialisasi 
terhadap SKPD melalui kegiatan Inventarisasi Data Pensiun PNSD 
yang Memenuhi Batas Usia Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi 
Proses Penyelesaian Pensiun PNSD Kota Bandung 
 

 

3 
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Sesuai Amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, maka BKD sebagai lembaga 

pelayanan publik, berorientasi pada 

kepuasan masyarakat/pelanggan melalui 

pengukuran kepuasan pelayanan, dimana 

masyarakat yang dimaksud adalah PNS 

Kota Bandung. 

 

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di 

lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menilai dan mengukur kualitas pelayanan 

BKD Kota Bandung berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung selaku 

pengguna jasa layanan publik pada BKD Kota Bandung. 

Kusioner kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdiri atas 

pengukuran terhadap : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari kusioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan pelanggan pada 

pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mencapai 79,04% yang berada 

pada interval mutu pelayanan puas, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2   Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 

1. Waktu dan Biaya pelayanan 

2. Mekanisme/Prosedur Pelayanan 

3. Sarana dan Prasarana 

4. Profesionalisme dan Kepribadian 
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Tabel 3.31 

Perbandingan Nilai Mutu Pelayanan dengan Kinerja BKD 

No. Nilai Interval Mutu Pelayanan  Kinerja BKD 

1. 20 - 36 Sangat Tidak Puas  Target : 

68 2. 37 – 52 Tidak Puas  

3. 53 – 68 Cukup Puas 
 Realisasi : 

79,04 (Puas) 

4. 69 – 84 Puas  Capaian IKU : 

5. 85 - 100 Sangat Puas  116,24 

 

Dengan demikian, bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang 

direncanakan, maka realisasi telah melampaui target yang ditetapkan atau capaian IKU 

116,24%.  

Kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung 

sebesar 79,04% menunjukkan bahwa masih banyak pelanggan pelayanan yang masih 

kurang puas dengan kondisi yang ada. Adapun hal yang menjadi permasalahan adalah : 

1. Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai 

2. Waktu pelayanan dianggap masih lama 

3. Sikap pegawai yang kurang ramah 

Tindakan koreksi untuk mengatasi hal tersebut 

antara lain : 

 
Optimalisasi penggunaan barang inventaris 

kantor dan penataan tempat pelayanan 

dengan kondisi yang lebih baik 

 Peningkatan produktivitas seluruh pegawai 

supaya bisa mengoptimalkan waktu 

pengerjaan di semua bidang 

 Menata prosedur kerja agar lebih efektif dan 

efisien 

 Melaksanakan pelatihan atau bimtek kepada 

para pegawai untuk meningkatkan kapasitas, 

kapabilitas, kompetensi dan integritas. 

 

1 

2 

3 

4 
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ika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah tercapai 

sebesar  106,81% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.32    Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka 
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2016 

% 
Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d 
Tahun 2016 

Indeks Kepuasan 
Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian  

% 68 79,04 116,24 74 79,04 106,81 

 

Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

 

Tabel 3.33    Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 5                      
                 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 

 

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

Program pembinaan dan 
pengembangan aparatur 

 
1.766.059.672  1.669.506.632  94,53  

  
Administrasi  Mutasi 
Kepegawaian Fungsional 

Terselesaikannya 
administrasi mutasi 
fungsional tepat waktu 
sesuai usulan sebanyak 
9.500 berkas 

885.620.000  846.739.291  95,61  

  
Administrasi Mutasi 
Kepegawaian Struktural 
dan Non Struktural 

Terselesaikannya 
administrasi mutasi 
struktural & non struktural 
tepat waktu sesuai usulan 
sebanyak 5.799 berkas 

880.439.672  822.767.341  93,45  

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

 
3.052.455.000  2.835.194.842  83,98  

  
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

1. Jumlah: 12,295 
2. Jml surat masuk=3.012 
3. Jml surat keluar=3.227 
4. KGB = 6.056 

0  0  0  

  
Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

Tersedianya 2 koneksi 
internet:  
1. Radnet 
2. Indosat 

213.600.000  212.791.951  99,62  

  Penyediaan jasa 
pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan 
dinas/operasional 

Terlaksananya 
perpanjangan SNTK 
kendaraan: 
1. Mobil=10 
2. Motor=20 

15.400.000  9.481.300  61,57  
  

  Penyediaan jasa Terpenuhi Layanan 156.985.000  155.235.900  98,89  
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PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

kebersihan kantor Kebersihan Kantor 100% 

  
Penyediaan jasa 
perbaikan peralatan 
kerja 

Tersedianya peralatan kerja 
yang telah diperbaiki 100% 32.000.000  26.664.044  83,33  

  
Penyediaan alat tulis 
kantor 

Tersedianya alat tulis 
kantor 100% 

71.100.000  71.038.020  99,91  

  
Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Tersedianya barang 
cetakan dan penggandaan 
100% 
1) Cetak blanko gaji 2 paket 
2) cetak kesekretariatan 
3) cetak nametage 
4) Cinderamata bis bandros 

281.600.000  274.793.200  97,58  

  

Penyediaan komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Tersedianya komponen 
instalasi listrik/penerangan 
ruang kantor 100% 

45.050.000  44.319.250  98,38  

  
Penyediaan peralatan 
dan perlengkapan kantor 

Terpenuhinya peralatan 
dan perlengkapan kantor 
100% 

1.641.040.000  1.537.495.418  93,69  

  
Penyediaan peralatan 
rumah tangga 

Tersedianya peralatan 
rumah tangga 100% 

90.550.500  82.156.535  90,73  

  
Penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

Tersedianya bahan dan 
buku bacaan 100% 35.000.000  34.482.500  98,52  

  
Penyediaan makanan 
dan minuman 

Tersedianya makanan dan 
minuman 100% 

86.420.000  76.728.260  88,79  

  
Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah 

Terlaksananya rapat-rapat 
koordinasi dan konsultasi 
ke luar daerah 100% 

383.710.000  310.008.464  80,79  

Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

 
195.620.000  181.513.600  92,79  

  
Pengadaan pakaian 
khusus hari-hari 
tertentu 

1. 94 stel pakaian batik 
tulis cirebonan warna 
basic merah 

2. 93 stel pakaian olahraga 
3. Pakaian kebaya-40 set 
4. Pakaian pangsi-48 set 

195.620.000  181.513.600  92,79  

Program fasilitasi 
pindah/purna tugas PNS 

 
501.540.035 469.882.681 93,69 

  Pemindahan tugas PNS 

7 kali pelantikan, tdd: 
1). Tanggal 13 Januari = 14 
orang 
2).  Tanggal 5 Februari = 3 
orang 
3). Tanggal 1 April = 326 
orang 
4). Tanggal 25 April = 19 
orang 
5). Tanggal 15 Juni = 74 
orang 

501.540.035  469.882.681  93,69  
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PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

6) Tanggal 30 Juni = 91 
orang 
7) Tanggal 30 September  = 
45 orang 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

 
665.375.000  516.032.075  72,53  

  
Sosialisasi peraturan 
perundang-undangan 

1. Sosialisasi E-RK 
2. Sosialisasi TPPNS 
3. Light festival 

195.150.000  130.450.995  66,85  

  

Bimbingan teknis 
implementasi 
peraturan perundang-
undangan 

Terlaksananya bimbingan 
teknis implementasi 
peraturan perundang-
undangan 100% 

160.200.000 87.395.900  54,55  

  
Pembinaan Kinerja 
Aparatur 

Terlaksananya penyegaran 
mindset pola kerja bagi 
aparatur BKD 100 % 

310.025.000 298.185.180  96,18  

JUMLAH REALISASI SASARAN 5 6.181.050.207 5.672.129.830 91,70 

 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran 

dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.  

 

Pada sasaran 5 tidak terdapat rekomendasi yang dikemukakan 

pada LKIP tahun sebelumnya. 
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Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah 

mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya 

ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.34 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian (%) 

Persentase pegawai 
ASN yang datanya 
akurat 

2015 41,50 42,68 102,84 

2016 66,15 66,10 99,92 

 

 

 

Akurasi data kepegawaian merupakan 

kelengkapan dan kebenaran komponen data 

pegawai. Jika salah satu komponen data seorang 

pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data 

tersebut dinyatakan tidak akurat. Data kepegawaian 

yang akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan 

manajemen kepegawaian dan dapat digunakan 

untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan 

dan pembinaan PNS.  

 

 
 Untuk itu, dalam rangka 

melaksanakan kebijakan pengembangan   

sistem    informasi kepegawaian berbasis 

teknologi informasi, BKD melaksanakan 

peningkatan kualitas pengelolaan 

dokumentasi data melalui pengelolaan, 

pemeliharaan dan penyimpanan arsip 

kepegawaian secara fisik dan elektronik. 

 

6.1. Persentase Pegawai ASN yang Datanya Akurat 

Sasaran 
Strategis 6 

Tersedianya akurasi data 
kepegawaian 
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Data pegawai yang di-entry ke dalam sistem informasi kepegawaian adalah data 

pokok dan data riwayat. Data pokok pegawai terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) jenis. 

Pada tahun 2016, sebanyak 66,1% pegawai telah ter-update data pokok dan data 

riwayatnya, sedangkan sisanya baru ter-update data pokoknya saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPEG BKD Kota Bandung merupakan 

Aplikasi berbasis web untuk pengelolaan 

data pegawai yang dikembangkan sejak 

Tahun 2009. SIMPEG tersebut merupakan 

hasil perancangan ulang dari aplikasi 

sebelumnya agar mampu beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi dan 

kebutuhan organisasi 

 

  

Seiring dengan semakin luasnya 

kebutuhan akses SIMPEG oleh SKPD, pada 

Tahun 2013 BKD Kota Bandung 

mengembangkan SIMPEG online sehingga 

pada Tahun 2015 SIMPEG telah dapat 

diakses oleh seluruh SKPD namun 

kewenangan SKPD masih sebatas melihat 

data tanpa bisa merubah data. Pada tahun 

2016, SIMPEG telah online ke seluruh 

SKPD, dimana operator SKPD bisa 

mengubah data namun melalui approval 

dari BKD. 
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Bila  dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan 

(target), maka kinerja nyata sebesar 66,10% dari target sebesar 66,15% sehingga 

capaian kinerjanya sebesar 99,92%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

kinerja mengalami penurunan sebesar 2,92% hal ini disebabkan karena jumlah pegawai 

sebagai unsur pembagi mengalami penurunan, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.35      Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata  

                Indikator Persentase Pegawai yang Datanya Akurat Tahun 2015 - 2016 

No 
Jenis 

Jabatan 

2015 2016 

Target 
Data 

Akurat 
(Orang) 

Realisa
si Data 
Akurat 
(Orang) 

Jumlah PNS Kota 
Bandung (Orang) 

Target 
Data 

Akurat  
(%) 

Capaia
n (%) 

Target 
Data 

Akurat 
(Orang) 

Realisa
si Data 
Akurat 
(Orang) 

Jumlah PNS 
Kota Bandung 

(Orang) 

Target 
Data 

Akurat  
(%) 

Capai
an (%) 

Target 
Realisa

si 
Target 

Realisa
si 

1. Ess. II/a, 
II/b III/a 
dan III/b 

247 247   1,13 1,16 247 243 

21.306 17.380 

1,16 1,40 

2. Ess. IV/a  717 717 21.912 21.306 3,27 3,36 717 666 3,37 3,83 

3. Ess. IV/b, 
V/a dan 
JFU 

8.129 8.129   37,10 38,15 13.129 10.580 61,62 60,87 

Jumlah 8.343 9.093 21.912 21.306 41,50 42,68 14.093 11.489 21.306 17.380 66,15 66,10 

Capaian IKU  102,84  99,92 

 

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja telah tercapai sebesar 

99,92% terdiri dari pejabat struktural dan sebagian JFU sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini  : 

Tabel 3.36    Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2016 

% 
Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d  
Tahun 2016 

Persentase Tingkat 
Kehadiran Pegawai 
ASN  

% 66,15 66,10 99,92 100 66,10 66,10 

 

Pencapaian kinerja yang didapatkan sampai dengan tahun 2016 didorong oleh 

kebutuhan terhadap akurasi data ASN. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan 

terhadap kualitas maupun kuantitas data ASN. 
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Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 

1. Adanya Rekonsiliasi Data kepada seluruh SKPD setiap tahun 

2. Optimalisasi petugas SIMPEG di SKPD dalam mengelola data kepegawaian 

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

4. Adanya koordinasi antar bidang dalam pengakuratan data 

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain : 

1. Tidak terinformasikannya perubahan data PNS oleh pengelola data kepegawaian / 

petugas SIMPEG di tiap SKPD ke Badan Kepegawaian Daerah 

2. Belum optimalnya support data dari seluruh bidang khususnya yang berkaitan 

dengan perubahan data PNS (BUP, BUP APS, Pindah-Datang, Meninggal Dunia, 

Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Diklat, Bintek dan DUK) 

3. Keterlambatan pengembalian berkas pendukung perubahan data pada PNS di SKPD 

4. Tidak maksimalnya Jaringan Internet sehingga memperlambat  proses penyelesaian 

target 

Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut 

antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Data ASN 

Kebutuhan terhadap 

representasi data yang 

semakin beragam 

Kuantitas Data ASN 

Kebutuhan terhadap 

rekapitulasi data ASN 

secara keseluruhan 

Melakukan sosialisasi kepada 

SKPD tentang pentingnya 

melakukan pemutakhiran 

data untuk proses 

percepatan pengambilan 

keputusan atau kebijakan 

pimpinan 

1 
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Mengoptimalkan 

pemuktahiran data 

secara berkala 

Mengikutsertakan 

bidang lain untuk 

pemenuhan personil 

dalam pelaksanaan 

pemutakhiran data 

2 

3 

 

Menunjuk petugas secara khusus 

yang mengelola atau melakukan 

pemutakhiran data 

 

Menyampaikan informasi kepada 

seluruh SKPD untuk melaporkan 

perubahan data PNS di 

lingkungan kerjanya 

 

Melakukan koordinasi ke 

seluruh SKPD secara berkala 

dalam proses perubahan data 

4 

5 

6 
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Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.37    Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 6                     
               Tersedianya akurasi data kepegawaian 

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
% 

1 2 3 4 6 

Program pembinaan 
dan pengembangan 
aparatur 

 

966.119.162  958.975.862  98,97  

  

Pembangunan/ 
pengembangan 
sistem informasi 
kepegawaian daerah 

1. Pendampingan SIMPEG dan 
SIAP=72 SKPD  

2. Pengembangan Modul SIMPEG 
3. Penyusunan bezetting dan entry 

e-formasi=72 SKPD 
4. PUPNS=21.084 orang 

700.911.162  698.212.757  99,62  

  

Pengelolaan dan 
Pemeliharaan 
Dokumen dan Arsip 
Kepegawaian 

1. Terlaksananya penyusunan 
dokumen dan arsip kepegawaian 
= 3.550 Berkas 

2. Entry data kelengkapan dokumen 
arsip kepegawaian = 3.550 Berkas 

265.208.000  260.763.105  98,32  

 JUMLAH REALISASI SASARAN 6   966.119.162  958.975.862  99,26  

 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran 

dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.  

 

Pada sasaran 6 tidak terdapat rekomendasi yang dikemukakan pada LKIP tahun 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja  
 

L K I P  B K D  K o t a  B a n d u n g  T a h u n  2 0 1 6  

 
62 

 

 

 

 

 

 
 

Melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi 
Kehadiran PNS di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bandung pada Kecamatan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bandung pada hari Kamis 
tanggal 6 Oktober 2016. Kecamatan yang 
dikunjungi adalah :  

1. Tim I : Kecamatan Cidadap dan Kecamatan 
Coblong 

2. Tim II : Kecamatan Arcamanik dan 
Kecamatan Antapani 

3. Tim III : Kecamatan Rancasari dan 
Kecamatan Buah Batu 

4. Tim IV : Kecamatan Bandung Babakan 
Ciparay dan Kecamatan Bojongloa Kaler 
 

 
 

 
Melaksanakan rapat perihal SIAP dan SIMPEG 
pada Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan 
Informasi Data, pada hari Kamis tanggal 6 
Oktober 2016. 

 
 

 

 

Melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi 
Kehadiran PNS di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bandung pada Kecamatan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bandung pada hari Kamis 
tanggal 13 Oktober 2016. Kecamatan yang 
dikunjungi adalah :  

1. Tim I : Kecamatan Cicendo dan Kecamatan 
Bandung Wetan 

2. Tim II : Kecamatan Cibiru dan Kecamatan 
Cinambo 

3. Tim III : Kecamatan Gedebage dan 
Kecamatan Panyileukan 

4. Tim IV : Kecamatan Bojongloa Kaler dan 
Kecamatan Astana Anyar. 

 

 

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 
Kepegawaian 
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Melaksanakan perjalanan dinas ke Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan 
Pemprov DKI Jakarta perihal melaksanakan 
konsultasi mengenail pelaksanaan pengadaan 
sistem informasi sebagai bahan perencanaan 
pengadaan sistem informasi T.A 2017. 
Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 
Nopember 2016. 

 
 
 

Menerima kunjungan kerja dari Kota Kediri 
Provinsi Jawa Timur perihal Sistem Informasi 
Administrasi Presensi. Yang dilaksanakan pada 
hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016. 
Bertempat di Ruang Rapat BKD Kota Bandung 

 
 

 

Melaksanakan rapat perihal akurasi data PNS di 
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada 
SIMPEG, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 
22 Nopevember 2016 bertempat di Ruang 
Rapat BKD. 

 
 

Menerima kunjungan kerja dari Kota 
Pandeglang Provinsi Banten. Yang dilaksanakan 
pada hari Jum’at tanggal 25 Nopember 2016. 
Bertempat di Ruang Rapat BKD Kota Bandung 
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Melaksanakan rapat TKD berdasarkan e-rk 
untuk rencana Tahun Anggaran 2017, dihadiri 
oleh Bidang Perencanaan dan Kesejateraan 
Pegawai, Bidang Mutasi dan Pihak ke 3, 
dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 25 
November 2016, dilaksanakan bertempat di 
Ruang Rapat Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Bandung. 

 
 

Melaksanakan rapat perihal Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan 
Administrasi Kepegawaian  dan Kehadiran PNS 
di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada 
Tahun 2016, dilaksanakan pada hari Selasa 
tanggal 20 Desember 2016 bertempat di Ruang 
Rapat BKD. 

 
 

Menerima kunjungan kerja dari Kota BKD Kota 
Serang Provinsi Banten. Yang dilaksanakan 
pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016. 
Bertempat di Ruang Rapat BKD Kota Bandung 
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Tujuan 4 :  Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD 

 

 

 

 

 

Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama BKD karena tidak 

berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKD, akan tetapi sasaran ini ikut 

menunjang kinerja BKD dalam pelaksanaan tugas. 

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah 

mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.38 

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 7 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Nilai Evaluasi AKIP 68 72,47 106,57 

2. Persentase Penurunan Temuan 

BPK/Inspektorat  
100 100 100 

3. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset 

Daerah 
100 100 100 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 7   102,19 

 

 

 

 

Sesuai Amanat 

Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(SAKIP), BKD sebagai 

instansi pemerintah 

berorientasi pada 

akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan 

Sasaran 
Strategis 7 

Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja SKPD 

7.1 Nilai Evaluasi AKIP 
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Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, 

yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta 

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. 

Hasil evaluasi AKIP tahun 2014 yang keluar pada tahun 2015 dituangkan dalam 

bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Bandung memperoleh nilai yaitu sebesar 72,47 (Tujuh Puluh Dua Koma Empat Puluh 

Tujuh dengan Huruf Mutu BB (Baik Sekali). 

Tabel 3.39 

Perbandingan Kategori Nilai AKIP dari Kemenpan-RB dengan Kinerja BKD Tahun 2015 

 

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi  Kinerja BKD 

1. AA >85-100 Memuaskan   

Target  

68 

2. A >75-85 Sangat Baik  

3. B >65-75 
Baik, perlu sedikit 

Perbaikan 

 

4. CC >50-65 

Cukup baik 
(memadai), perlu  
banyak perbaikan 
yang tidak  
mendasar  

  

Realisasi 

72,47 (BB) 

 

Capaian 106,57% 

 

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh 

komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.44 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2013-2015 

No. Komponen Penilaian 2013 2014 2015 

1. Perencanaan Kinerja 21,96 25,83 27,73 

 a. Evaluasi atas Dokumen Renstra 8,18 9,53 8,73 

 b. Evaluasi atas Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 13,78 16,29 19,00 

2. Pengukuran Kinerja 14,39 12,52 16,25 

 a. Pemenuhan Pengukuran 3,13 3,00 3,75 

 b. Kualitas Pengukuran 8,77 5,77 9,06 

 c. Implementasi Pengukuran 2,50 3,75 3,44 

3. Pelaporan Kinerja 11,96 10,93 7,78 

 a. Evaluasi atas Pemenuhan Pelaporan 3,75 2,75 2,06 

 b. Evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja                                                                                                                               5,71 5,09 4,82 
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No. Komponen Penilaian 2013 2014 2015 

 c. Evaluasi atas Pemanfaatan Informasi Kinerja 2,50 2,50 0,90 

4. Evaluasi Internal - 10,65 7,33 

 a. Pemenuhan Evaluasi - 5,40 1,13 

 b. Kualitas Evaluasi - 3,00 3,96 

 c. Pemanfaatan Evaluasi - 2,25 2,25 

4. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 11,75 3,58 13,83 

 a. Target dapat dicapai 4,83 - - 

 b. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 2,17 - - 

 c. Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan 4,75 - - 

 d. Kinerja yang Dilaporkan (Output) - 1,85 4,00 

 e. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) - 1,74 9,38 

JUMLAH 60,07 63,51 72,47 

Jika dibandingkan dengan Nilai AKIP tahun 2014 yang keluar pada tahun 2015, 

nilai Evaluasi AKIP tahun 2015 yang keluar pada tahun ini mengalami peningkatan 

sebesar 8,96.  

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 95,35% 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini  : 

Tabel 3.40  Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2016 

% 

Tahun 2018 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi 
s/d 2016 

Nilai 
Evaluasi 
AKIP  

Nilai 68 72,47 106,57 76 72,47 95,35 

 

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah : 

a. Sosialisasi, pendampingan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bagian 

ORPAD Setda Kota Bandung; 

b. Komitmen dan dukungan pimpinan untuk meningkatkan kualitas sistem 

akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung 

 

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah : 

1. Informasi yang disajikan dalam LKIP belum sepenuhnya dipakai untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan penyelenggaraan 

manajemen kinerja; 
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2. Evaluasi atas program belum sepenuhnya dilaksanakan dan hasil evaluasi belum 

sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai keberhasilan program. 

 

Adapun solusi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai evaluasi AKIP di 

tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut : 

1. Mengikuti bimbingan teknis dan asistensi LKIP; 

2. Membangun budaya organisasi berbasis akuntabilitas;  

3. Reviu terhadap indikator kinerja agar berorientasi hasil (outcome) secara berkala;  

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian perjanjian kinerja secara 

berkala; 

5. Komitmen pimpinan untuk memanfaatkan informasi kinerja dalam LKIP dalam 

penyelenggaraan manajemen kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Bandung. 

 

 

Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, maka BKD harus melakukan tertib  administrasi keuangan yang 

merupakan kunci Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 2 

Tahun 2010, rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 

pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk 

melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Definisi tindak lanjut berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3), dan Peraturan BPK Nomor 

2 Tahun 2010 Pasal 3, dinyatakan sebagai jawaban atau penjelasan yang dilampiri 

dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi dan pejabat di K/L atau pemda 

wajib melaksanakan dan menyampaikan tindak lanjutnya kepada BPK, paling lambat 60 

(enam puluh) hari setelah LHP diterima. 

Tindak lanjut atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau 

sebagian dari rekomendasi. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pejabat wajib 

memberikan alasan yang sah. Yang dimaksud alasan yang sah berdasar peraturan BPK 

Nomor 2 Tahun 2010 meliputi kondisi force majeur, subjek atau objek rekomendasi 

dalam proses peradilan (antara lain: pejabat menjadi tersangka dan ditahan; pejabat 

7.2. Persentase  Penurunan Temuan BPK/ Inspektorat  
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menjadi terpidana; atau objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan) dan 

rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis 

(antara lain : perubahan struktur organisasi; dan/atau perubahan regulasi). 

Tabel 3.41      Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata  

           Indikator Persentase Penurunan Temuan BPK/Inspektorat Tahun 2016 

Uraian 
Jumlah 

Temuan/ 
Rekomendasi 

Hasil 
Tindak 
Lanjut 

Capaian 
(%) 

1. Temuan BPK - - 100 
2. Rekomendasi Inspektorat 14 14 100 

Capaian IKU   100 

 

 

 

Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi/ pengelolaan 

barang/aset SKPD. 

Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target 

telah tercapai 100%. Dari keseluruhan aset yang ada di BKD, seluruhnya memiliki 

kesesuaian dengan SIMDA Barang yang ada di Kota Bandung sebesar Rp 4.037.500.041,-  

 Bila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sudah terdapat kesesuaian 

antara aset yang ada di BKD dengan aset yang ada di SIMDA Barang tingkat Kota 

Bandung. Aset yang ada di BKD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 

125,15% yang berasal dari peralatan dan mesin, sedangkan dari aset tetap lainnya tidak 

mengalami peningkatan 

Tabel 3.42 

Perbandingan Aset Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2016 

NO URAIAN 2014 2015 2016 

I. ASET LANCAR 113.986.950 161.987.623 225.846.940 

 

II. ASET TETAP 12.111.719.800 1.621.290.103 3.801.698.101 

1. Tanah 6.600.000.000 - - 

2. Peralatan dan Mesin 5.431.531.100 5.910.104.250 8.466.662.953 

3. Gedung dan Bangunan - - - 

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi - - - 

7.3 Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah 
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NO URAIAN 2014 2015 2016 

5. Aset Tetap Lainnya 80.188.700 80.188.700 80.188.700 

6. Konstruksi dalam Pengerjaan - - - 

7. Akumulasi Penyusutan - (4.369.002.847) (4.745.153.552) 

 

III. ASET LAINNYA 9.955.000 9.955.000 9.955.000 

1. Aset Tidak Berwujud 9.790.000 9.790.000 9.790.000 

2. Aset Rusak Berat/ Proses 

Penghapusan 
165.000 165.000 165.000 

JUMLAH 12.235.661.750 1.793.232.726 4.037.500.041 

 

Adapun faktor - faktor pendukung pencapaian sasaran adalah : 

(1) Proses pengadministrasian dilakukan ketika barang datang 

(2) Ketepatan dan ketelitian dalam proses pengadministrasian barang/aset daerah  

 

Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.43    Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 7                     
 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD 

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

Program perencanaan 
pembangunan daerah 

 
160.000.000  159.761.000  99.85  

  
Penyusunan Renstra 
dan Renja SKPD 

12 dokumen, tdd: 
1. 1 dok. RKT 2017 
2. 1 dok revisi renstra  
3. 1 dok. Penetapan PK 2016 
4. 1 dok. Penyusunan awal 

renja  2017 
5. Penyusunan RKAP 2016 
6. Entry E-Budgeting 2017 
7. Dokumen revisi RPJMD 
8. dokumen perubahan renja 

2016 
9. dokumen perubahan PK 
10. dokumen perubahan 

Cascading PK 
11. entry perubahan e-

budgeting 
12. Dokumen RKAP 2016 

160.000.000  159.761.000  99.85  

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 

 

186.635.000  186.628.000  100.00  

  
Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 

19 dokumen: 
1  dok. LKIP BKD 

186.635.000  186.628.000  100.00  
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PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

1 dok. LPPD 
1 dok. LKPJ 
12 dok. Lap bulanan 
4 dok. Lap. Triwulanan 

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 

 

        149,845,000         149,832,923  99,99  

  
Penyusunan pelaporan 
keuangan semesteran 

1 dokumen laporan keuangan 
semesteran TA 2016 

55.170.000  55.166.000  99,99  

  
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

1 dokumen lap. Keuangan TA 
2016 

94.675.000  94.666.923  99.99  

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

 
2.190.080.000  1.798.344.831  88,21  

 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Terlaksananya Pengadaan 
Kendaraan Dinas/Operasional 
100% 

21.100.000 20.575.000 97,51 

  Pengadaan Mebeulair 
Terlaksananya pengadaan 
meubelair 92,31% 

730.000.000  591.596.800  81,04  

  

Pengadaan 
Perlengkapan Peralatan 
Aparatur 

1. 1 paket peralatan dan 
mesin yang tidak 
dikapitalisasi 

2. 12 unit PC 
3. 10 unit notebook 
4. 4 unit printer 
5. 2 unit printer portbale  
6. 2 unit scanner 

513.300.000  426.165.974  83,02  

  

Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 

Terlaksananya pemeliharaan 
rutin/berkala gedung kantor 
100% 

32.000.000  30.960.160  96,75 

  

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

Penyediaan BBM & Pelumas 
serta jasa service kendaraan 
tahun 2016 

550.680.000           404.685.800  73,49  

  

Rehabilitasi 
sedang/berat gedung 
kantor 

Terlaksananya rehabilitasi 
sedang gedung kantor 100% 243.000.000  235.679.527  96,99  

  Dekorasi ruang kantor 
Terlaksananya dekorasi ruang 
kantor bulan Januari s.d. 
Desember 2015 100% 

100.000.000  88.681.570  88,68  

        2.686.560.000  2.294.566.754 85,41 

 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran 

dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.  

Pada sasaran 7 tidak terdapat rekomendasi yang dikemukakan pada LKIP tahun 

sebelumnya. 
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3.3    Akuntabilitas Keuangan  

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin 

dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung melalui DPA Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar                              

Rp 36.511.472.515 sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah 

mencapai Rp 32.108.584.383 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,94%, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2016 cukup baik, dengan kondisi 

anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp 4.402.888.132 

Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. 

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.44 
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung  

Tahun 2016 

URAIAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN 
PERSENTASE 

(%) 

a.   Belanja Tidak Langsung 14.159.739.672,00 12.366.878.714,00 1.792.860.958,00 87,33 

- Belanja Gaji dan tunjangan 5.152.085.605,00 4.063.219.442.,00 1.088.866.163,00 78,87 

- Belanja TPP 4.007.654.067,00 3.408.543.487,00 599.110.580,00 85,05 

- BPJS 5.000.000.000,00 4.895.115.785,00 104.884.215,00 97,90 

b.   Belanja Langsung 22.351.732.843,00 19.741.705.669,00 2.610.027.174,00 88,32 

-  Belanja Pegawai 4.747.137.858,00 4.483.283.400,00 263.854.458,00 94,44 

-  Belanja Barang dan Jasa 14.718.334.985,00 12.701.863.566,00 2.016.471.419,00 86,30 

-  Belanja Modal 2.886.260.000,00 2.556.558.703,00 329.701.297,00 88,57 

BELANJA 36.511.472.515,00 32.108.584.383,00 4.402.888.132,00 87,94 

 

 

3.3.1  Analisa Efektivitas  

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah 

tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup 

efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% 

dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.45 
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Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016 

No Sasaran 
% 

Capaian 
Kinerja 

Anggaran 

Pagu 
Anggaran 

Realisasi 
% 

Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

1. Peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia aparatur sipil 
negara 

110,81 8.256.183.334 6.754.097.063 81,81 

2. Tersedianya Aparatur Sipil 
Negara yang memenuhi standar 
kompetensi 

117,20 2.675.181.407 2.531.186.054 94,62 

3. Meningkatnya disiplin pegawai 
ASN 

102,47 385.709.500 357.637.097 92,72 

4. Meningkatnya pemenuhan hak-
hak kepegawaian ASN 

100,00 1.200.929.732 1.173.113.009 97,68 

5. Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian 

104,06 6.181.049.708 5.672.129.830 91,77 

6. Tersedianya akurasi data 
kepegawaian 

99,92 966.119.162 958.975.862 99,26 

7. Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja SKPD 

102,19 2.686.560.000 2.294.566.754 85,41 

Jumlah 105,24 22.351.732.843 19.741.705.669 88,32 

 
 
3.3.2 Analisa Efisiensi 

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang 

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. 

Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran 

tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi 

anggarannya akan semakin tinggi. 

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum menunjukkan 

tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran 

menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa 

bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai 

dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang 

ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. 

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran 

untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat 
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bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. 

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator Indeks kepuasan pelayanan 

administrasi kepegawaian yang mencapai 26,12%, sedangkan tingkat efisiensi yang 

terendah ditunjukkan pada indikator Nilai Evaluasi AKIP yang hanya memiliki tingkat 

efisiensi 0,29%. 

 Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien 

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun 

sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih 

jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah 

pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan. 

 

Tabel 3.46  Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No Sasaran Indikator Kinerja 
% Capaian 

Kinerja  
(≥ 100%) 

% 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 

1. Peningkatan 
kompetensi sumber 
daya manusia 
aparatur sipil negara 

Persentase pegawai yang 

memiliki sertifikat diklat 

peningkatan kompetensi 

   

  - Kompetensi Manajerial 111,59 95,18 14,21 

  - Kompetensi Teknis 125,02 81,41 8,49 

  Jumlah pegawai ASN yang 

mengikuti tugas belajar sesuai 

dengan kebutuhan formasi 

95,83 58,43 41,57 

2. Tersedianya Aparatur 
Sipil Negara yang 
memenuhi standar 
kompetensi 

Persentase jabatan yang disi 

seusai dengan kompetensi 117.20 86,36 13.64 

3. Meningkatnya disiplin 
pegawai ASN 

Persentase penanganan 

terhadap pelanggaran disiplin 

pegawai ASN  

100,00 90,31 9,69 

  Persentase SKPD yang tidak 

terdapat pelanggaran disiplin 
113,95 90,31 1,92 

  Persentase tingkat kehadiran 

pegawai ASN 
93,45 98,08  

4. Meningkatnya 
pemenuhan hak-hak 
kepegawaian ASN 

Persentase pegawai yang 
terpenuhi hak-hak 
kepegawaiannya sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku 

100,00 97,39 11,5 
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No Sasaran Indikator Kinerja 
% Capaian 

Kinerja  
(≥ 100%) 

% 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 

5. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

Persentase administrasi 

kepegawaian yang 

diselesaikan tepat waktu 

   

  - Persentase kenaikan 

pangkat pegawai tepat 

waktu 

100,00 94,53 5,47 

  - Persentase kenaikan gaji 

berkala pegawai tepat 

waktu 

100,00 94,53 5,47 

  - Persentase pensiun 

pegawai tepat waktu 
100,00 94,53 5,47 

  Indeks Kepuasan Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 
116,24 70,28 13,01 

6. Tersedianya akurasi 
data kepegawaian 

Persentase pegawai yang 
datanya akurat 

99,92 98,97 1,03 

7. Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
SKPD 

Nilai Evaluasi AKIP 106,57 99,93 0,07 

 Persentase penurunan temuan 

BPK/inspektorat yang 

ditindaklanjuti 

100 99,99 0,01 

 Persentase tertib administrasi 

barang/aset daerah 
100 88,21 11,79 

 

3.4   Prestasi dan Penghargaan 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Bandung senantiasa berupaya mengerahkan sumber daya dan potensi aparatur 

yang dimiliki untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sehingga 

berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi sebagai Terbaik II Kabupaten/Kota 

Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif dan Kreatif 

(BAIK) Kluster 1 serta mendapat penghargaan kategori implementasi peraturan disiplin  

PNS di tingkat regional III BKN 

 

Tabel 3.51 
Prestasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016 

 

NO 
NAMA KEJUARAAN/ 

KEGIATAN 
TINGKAT KEJUARAAN/ 

KEGIATAN 
PRESTASI TAHUN 

2016 
KETERANGAN 

1. BKD Award Tingkat Propinsi Juara II  
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NO 
NAMA KEJUARAAN/ 

KEGIATAN 
TINGKAT KEJUARAAN/ 

KEGIATAN 
PRESTASI TAHUN 

2016 
KETERANGAN 

2. BKN Award Regional III BKN 

Penghargaan 
Kategori 

Implementasi 
Peraturan Disiplin 

PNS 

 

 

 

 

 

 
Juara II 
Kategori Kabupaten/Kota Penyelenggara 
Manajemen Kepegawaian yang bermutu, 
Akuntabel, Inovatif dan Kreatif (BAIK) 

Klaster I Tingkat Provinsi Penghargaan BKN Award 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung 
Kategori Implementasi Peraturan Disiplin 

PNS 
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PENGHARGAAN PALANG MERAH INDONSIA 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG  
KOLEKTOR TERBAIK BULAN DANA PMI KOTA BANDUNG TAHUN 2016 


